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GUBERNUR GORONTALO

Menimbang :

Mengingat

PERATURAN GUBERNUR GORON'I ALO

i.ioivloR 09 TAHUI{ 20i0

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

GUBERNUR GORONTALO,

a. bahwa untuk peningkatan peran, fungsi, darr tanggung jawab Partai Politik

dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi

politik masyarakat maka pemerintah daerah perlu n€mbrikan bantuan

keuangan kepada Partai Politik;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun

2O0g dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun

2009, bantuan keuangan kepada partai politik dari APBD diberikan oleh

pemerintah daerah setiap tahunnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan

huruf b, perlu menetapkarr Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Bantuan

Keuangan Kepada Partai Politik;

1. Undang-Undang Nomor 3S Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi

Gorontab {Lembaran Negara Republik lrrdonesia Tahun 2000 Nomor

258,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a060) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O3 tentarg Keuangan Negara (Lembaran

Negara Repubfik lndonesia Tahun 2S3 Norpr 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 42ffi|,

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2W tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OA4

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a389);

5. Undang-Undang Nomor '15 Tahun 20O4 tentarg Pemeriksaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 400);

6. Undang-Undang Nornor 32 Tahun zAC4 tentar€ Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Reptrbfik lndonesia Tahun 2ffi4 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437j sebagaimana telah
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tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lerrnbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)',

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 telltar€ Perimbangan Keuangan

antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2@4 Nomor 1ffi, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor   38);

g. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2W7 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negera Republik In6nesia Nomor 4721)j,

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2ffi8 tentang Partai PoliUk (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 48O1);

10. peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

D a e r a h ( L e m b a r a n N e g a r : a R e p u b | i k | n d o n e s i a T a h u n 2 0 0 5 N o m o r 1 4 0 ,

Tambahan Lembaran Negara Repnrblik ln&rresia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

pemerintahan antara Pemerintah, Pemerilrtahan Daerah Provinsi dan

pemerintahan Daerah KabupaterVKota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan

Kepada Partai Potitik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 24 Tahun 20ffi tentang Pedoman Tata Cara

Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan

Laporan Pertangungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

14. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun

2006 Nomor 03 Seri E);

Menetapkan :

MEMUTUS}(AN:

PEMTURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA

PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan iniyang dimaksud dengan :

,  5 ^ r ^ :  n ^ l ; r ; r .  ^ - t ^ l ^ L  ^ -  ^ ^ ; ^ ^ - ; , , ^ ^ ^  L ^ - - ; f ^ l  n a a i a n a l ; l a n  r { i } a n * ' . 1 ,  n l a h  c a l z a l n m n n b  r u a r a q
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memperjuangkan dan membela kepentirgan politik anggota, nlasyarakat, bangsa dan negara,

serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik lndonesia berdasarkan Pancasila dan

Undang-undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945,

2. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yarg bersumber dari Arggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah provinsi Gorontalo yang diberikan seciara proporsional kepada partai

politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pnrvinsi Gorontalo yang

pen gh itun gannya berdasarkan jumlah perolehan $rara.

3. Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah Provinsi Gorontalo, setanjutnya disingkat APBD

adalah renc€rna keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan

daerah.

4. Gubernur adalah Gubemur Gorontalo

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo selanjutnya disebut DPRD adalah

tembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan obh pemerintah daerah

setiap tahunnya.

(2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pda ayat (1) adalah Fartai Politik yang mendapatkan

kursi di DPRD.

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secam proporsional

yang penghitungannya berdasarkan jumlah pemlehan suara.

Pasal 3

(1) Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD diberikan kepada Partai Politik di tingkat

provinsi bagi yang mendapat kursi di DPRD.

(2) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu

DPRD.

(3) Jumlah perolehan suam hasil Pemilu DPRD sebagainrana dimaksud pada ayat (2)

dtdasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi

Pemilihan Umum.

Pasal4

(1) Penentuan besamya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan

APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumbh perobhan suara hasil Pemilu
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(2) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Poliilk dari APBD dalam tahun anggaran

berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolefun suara hasil Pemilu DPRD

periode berkenaan.

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di

DpRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2ffi9 mengacu pada Lampiran I Peraturan ini.

BAB I I I

PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksr"d dalam Pasal 2 mengajukan permohonan

tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi Dewan

pimpinan Daerah Partai Politik tingkat provinsi kepada Gubemur untuk menyalurkan dana

bantuan keuangan ke rekening kas umurn Partai Politik dengan Inenggunakan kop surat

dan cap stempel partai Plitik.
permohonan bantuan keuangan sebageimana dimaksucl pada ayat (1) tembusannya

disampaikan kepada Kepala Kantor Wlayah Departemen h{ukum dan Hak Asasi Manusia

Provinsi Gorontalo. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dan Kepala Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo.

Pasal 6

(1) Pengajuan permohonan b€lntu€u't keuangan sebageimana dimaksud dalam Pasal 5

d i I en g kapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut,

a. surat keterangan penetapan prolehan kursi dan suara hasil Pemilu DPRD Provinsi yang

dilegalisir oleh Ketua dan Sekretaris Komisi Pemilihan Untum ProvinsiGorontalo;

b. susunan kepengurusan Partai Politik provinsi yang sah, yang dilegalisir oleh Ketua Umum

dan Sekretaris Jenderal Dewan Pergurus Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya,

c. nomor rekening kas umum Partai Politik;

d. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NF\ /P) Partai Politik;

e. rencana penggunaan dana bantuan keuargan Partai Politik;

f. laporan realisasi penerimaan dan penggunan bantuan keuangan tahun anggaran

sebelumnya;dan

g. surat pemyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan

perundangan apabila memberikan keterangen yang tidak benar yang ditandatangani

Ketua dan Sekretaris Partai Politik tingkat provinsi atau sebutan lainnya diatas materai

dengan menggunakan kop surat partai politik.

(2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam

rangkap 2 (dua).

Pasal 7

(1) Gubemur melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi
nannairran narrnnhnnqn hanf i ran karran.r2rr  dar i  narf r i  nnl i t i l r  cohqrrai rnanq r l i rnakcrrr{  nnr la

(3)

(1 )

(2)
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(z) Kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi yang

dibentuk dengan Keputusan Gubemur.

{3) Tim verifikasi menuangkan hasil verifikasi dalam beritia acara sebagaimana format

tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini-

Pasal 8

(1) penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat provinsi

dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah provinsi atas persetujuan Gubemur;

(2) Ketua atau sebutan lain partai politik tirEkat provinsi menyarnpaikan tanda bukti penerimaan

bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur

melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB IV

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan

pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.

Pasal 10

(1) Kegiatan pendidikan potitik sebagnimana dimaksud dalam F)asal 9 berkaitan dengan:

a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bemegara;

b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bemegara; dan

c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka

memelihara prsatuan dan kesatuan bangsa.

(2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilaksanakan dengan

memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik

sesuai dengan Pancasila.

Pasal 11

Kegiatan operasionalsekretariat sebageimana dimaksud dalam lPasal 9 Frkaitan dengan:

a. administrasi umum:

b. berlangganan daya dan jasa,

c. pemeliharaan data dan arsip; dan

d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB V

LAPORA N PERTANGG U NGJAWAI3AN

Pasal 12
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(2) Untuk membuat laporan pertanggunglawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai

Politik wajib melaksanakan pembukuan dan mernelihara bukti penerimaan dan pengeluaran

atas dana bantuan keuangan,

Pasal 13

(1) Partai Potitik tingkat provinsi wajib menyarnpaikan laporan pertanggungjawaban

penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana banfuan APBD secara

berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah daerah setelah diperiksa oleh Badan

Pemeriksa Keuangan.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada

Gubernur paling lambat 1 {satu) bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 14

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimakstd dalam Pasal 12 terbuka untuk diketahui

masyarakat.

Pasal 15

Partai Politik tingkat provinsi yang melanggar ketentuan seb4aimana dimaksud dalam Pasal 13

dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBD sampai laporan

diterima oleh Gubemur dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 16

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara buktri penerimaan dan pengeluaran

atas dana bantuan keuangan.

Pasal 17

(1) Partai Politik wajib membuat laporan p€rtanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran

keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.

{2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiridari :

a. Rekapitulasi Realiasi Penerimaan dan Belanja bantuan keuangan partai politik dan

rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Parpol Perkegiatan, dan

b. Barang Inventaris/Modal (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis dan Pengadaan/

Penggunaan Jasa.

(3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam

Lampiran ll Peraturan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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Agar semua orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundar€an Peraturan Gubernur

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah ProvinsiGorontallo'

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 14 Januari 2010

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggat14 Jarniari 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

N I P. 1 954081 01 971 041 001

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2O1O NOMOR 9

DRS. H.  IDRI$ RAHIM, MM
PEMBINA UTAMA
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LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 09

TANGGAL : 14 Jarruari Z0I0
TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI

KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI .......

Pada har i  in i  . . .  tanggal  bulan . . . . . . .  T 'ahun . . . . . . . . . . . . . ,  T im Ver i f ikasi
Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan
Keputusan /Gubemur Gorontalo Nomor ...... Tahun .... tanggal telah melaksanakan
verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun ... yang diajukan oleh
DPWDPD/DPC.

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada partai

Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah menenuhi persyaratan untuk
mendapatkan bantuan keuangan dari pemeriniah daerah Provinsi Gorontalo yang didasarkan
pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi pada
Pemilihan Umum Tahun 2009 sebanyak . suara sah X Rp. ... - Rp. .

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan
kepada Partai ... .. ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI

KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1 .

2 .

3 .

4 .

5.

Ketua

Sekretaris

Arggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota
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LAMPIRAN III  PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR :09

TANGGAL :14 tlarnrari A010
TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

FORMAT LAPORAN PERTANGG UNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK ........

TAHUN ANGGARAN . . . . . . .

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban brantuan keuangan partai
poli t ik yang telah di periksa BPK pada tanggat .. . . .  bulan ... .  tahun ... . . . l tertampir)
sebagai berikut:

REALISASI
R

Telepon dan listrik
Air minum

Mengetahui:

KETUA, BENDAHARA,

' )

JE,VIS PENGELUARAN

PENDIDIKAN POLITIK
OPERAS,oNAL
SEKRETARIAT
1. Administrasi Umum

b. Rapat lntemal Sekretariat
Ongkos Perjalanan Dinas
dalam rangka nrendukung
kegiatan operasional
sekretariat

c. Jasa pos dan qiro

3. Pemeliharaan data dan arsi

GUSNAR
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